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KEPALA DESA SELO 

KABUPATEN KENDAL 
 

PERATURAN KEPALA DESA SELO 
NOMOR 9 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

DESA SELO TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA SELO, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa 
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Selo Tahun Anggaran 2025;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Selo 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2025. 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi 

Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

SALINAN 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 53); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1037); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 158); 

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata 

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

159); 

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan 

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 

Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana 

Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik 

Desa Bersama 

30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang 



Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun Nomor 868 Tahun 2023); 

31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang 

Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 1000); 

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 

Tahun 2023 tentang Pengalokasian dana Desa Setiap Desa, 

Penyaluran, dan Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 

34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 

Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4); 

36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17); 

37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha 

Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18); 

38. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 

Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 

Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 

34); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20); 



41. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2024 Nomor 6); 

43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); 

44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6) 

45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50); 

46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang 

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75); 

47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata 

cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2023 Nomor 2); 

48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 

Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran 

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2023 Nomor 23); 

49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 

tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 

40); 

50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem 

Informasi Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46); 

51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56). 

52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2024 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah 

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12); 



53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata 

Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13); 

54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 

Nomor 45); 

55. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Selo Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa Tahun 2020 – 2026 menjadi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; 

56. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan 

Kewenangan Lokal berskala Desa; 

57. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 tahun 2017 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Selo kepada 

BUMDesa; 

58. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; 

59. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2025. 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SELO TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  SELO TAHUN 
ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selo Kecamatan Patean Tahun Anggaran 
2025 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa Rp    2.231.715.096,00 

a. Pendapatan Asli Desa Rp         40.200.000,00 

b. Transfer Rp    2.191.515.096,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp                        0,00 

Jumlah Pendapatan Rp    2.231.715.096,00 

 

2. Belanja Desa  

a.  Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp       576.628.063,00    

b.  Bidang Pembangunan Desa Rp    1.136.292.210,00 

c.  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp       214.060.000,00 

d.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Rp       302.403.817,00 

e.  Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat  

 dan Mendesak Desa (tak terduga) Rp         23.000.000,00 

 Jumlah Belanja Rp    2.252.384.090,00 




















































































































































